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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu konflik yang terjadi antara warga negara dengan 
pemerintahnya adalah adalah konflik muslim Uighur.  Berdasarkan 
pemberitaan di media massa Pemeritah China telah melakukan dikriminasi 
terhadap etnis Uighur yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim. 
Permasalahan tersebut adalah permasalahan lama yang timbul kembali yaitu 
terkait dengan persekusi yang dilakukan oleh China. Seperti memaksakan 
identitas etnis Han kepada etnis Uighur atau Sinicization.  Karenanya China  
dianggap gagal meyerahkan status otonom pada Xinjiang.
1
 
Melihat beberapa permasalahan lainnya, pada bulan Mei 2014 dua 
mobil menabrak secara sengaja dan disusul pelemparan bahan peledak pada 
kerumunan di pasar Urumqi, dan pemerintah China menyebutnya sebagai 
insiden kekerasan teroris. Pada bulan Juli, sekelompok bersenjata pisau 
menyerang kantor polisi dan kantor pemerintah di Yarkant dengan korban 
tewas sebanyak 96 orang. Bulan September terjadi ledakan di daerah Luntai di 
luar kantor polisi, pasar dan toko dengan korban tewas sebanyak 50 orang. 
Berapa kekerasan terjadi pula di Xinjiang, aksi penikaman di Kunming pada 
bulan Maret di provinsi Yunnan yang menewakan 29 orang. Terhadap 
                                                             
1
 Elba Damhuri, “Memahami Konflik Muslim Uighur di Xinjiang”, Republika,  18 januari 
2019. m.republika.coid 
1 
2 
 
 
kejadian di atas pemerintah China menyebutkan bahwasanya hal tersebut 
adalah aksi separatism Xinjiang.
2
  
Muslim Uighur menduduki wilayah Xinjiang dan merupakan 
mayoritas penduduk daerah tersebut. Akan tetapi setelah adanya migrasi, 
wilayah Xinjiang saat ini dihuni oleh 45 persen etnis Han yang merupakan 
etnis China yang kemudian memicu ketegangan antar kedua kelompok 
tersebut.
3
  
Etnis Uighur mendirikan kerajaan pertama meraka di Mongolia 
tengah-utara pada abad ke-8 yang kemudian pindah ke barat laut China 
bergabung dengan orang Turki dan Persia lainnya yang telah mendahului 
menempati wilayah tersebut. Kemudian pada tahun 1884 wilayah tersebut di 
bawah kekuasaan China dan secara resmi ditetapan sebagai provinsi Xinjiang. 
Etnis Uighur memakai bahasa Turki. Selama perang saudara China, para 
pemimpin Uighur mendirikan Republik independen yang bernama Turkistan 
Timur selama dua periode yang merupakakan upaya kemerdekaan, akan 
tetapi tidak berhasil China pun mendirikan Daerah Otonom Xinjiang Uighur. 
Hingga pada 1950-1990 bergabunglah etnis HAN ke wilayah tersebut.
4
  
 Akibat dari konflik tersebut, sekarang China menjadi salah satu 
sorotan dunia Internsional, salah satunya terkait dugaan pelanggaran Hak 
Asasi Manusia terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang. Yang mana pada 
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tahun 2018 organisasi pemerhati Hak Asasi Manusia, Amnesty Internasional 
melaporkan bahwasanya China telah telah menahan satu juta etnis Uighur, 
Kazakh, dan lainnya di beberapa penampungan layaknya kamp konsentrasi. 
Hingga saat ini Amerika Serikat dan tiga puluh negara lainnya mengecam 
dugaan sikap respresif terebut.
5
 
Dua puluh dua negara mengeluarkan surat  terbuka terhadap pejabat 
urusan hak asas manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana surat 
tersebut berisi kecaman terhadap perlakuan China terhadap etnis Uighur dan 
kelompok minoritas lainnya di Xinjiang. Peneken surat tersebut di antaranya 
duta besar seluruh negara Uni Eropa, Swiss, Australia, Kanada, Perancis, 
jerman, dan Jepang. Puluhan negara tersebut juga meminta supaya surat 
tersebut menjadi dokumen resmi Dewan HAM PBB. Petisi tersebut 
merupakan langkah terakhir yang bisa dilakukan oleh negara-negara tersebut 
untuk menyoroti dugaan persekusi dan peanggran HAM di Xinjiang.
6
 
Menurut salah satu perempuan Uighur Gulbahar Jelilovam 
mengatakan bahwa kondisi yang dialaminya selama di dalam kamp 
pendidikan ulang di China selama lima belas bulan adalah penyiksaan bahkan 
setelah keluar dari kamp tersebutpun masih diawasi oleh polisi China.
7
 Dalam 
tayangan stasiun televis Kibat TV, persatuan ulama Turkistan Timur 
sampaikan pesan kepada pemimpin dunia supaya tegas dan ikut andil dalam 
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menekan China untuk segera menghentikan tindakan pelanggaran Hak Asasi 
Manusia atas Muslim Uighur. 
8
 Sebuah dokumen setebal 403 halaman yang 
diperoleh New York Times mengungkapkan bagaimana penanganan 
pemerintah China terhadap minoritas Muslim di Xinjiang. Dokumen tersebut 
menunjukan kebijakan China yang dikecam dunia.
9
 
Setelah dipublikasikannya bocoran dokumen resmi oleh the New York 
Times dan Konsorsium Internasional Jurnalis Intvestigasi (ICJI) yang 
mengungkapakan kebijakan sistematis China di Xinjiang, negara-negara 
Islam malah menjauhkan dukungannya untuk Uighur. Di saat China 
mendapat kecaman dari dua puluh tiga negara pada oktober 2019, China 
malah mendapat dukungan dari lima puluh empat negara yang memuji 
pemerintahan partai komunis di Xinjiang.
10
 
Menurut pemberitaan The Washington Post pemerintah Turki 
meminta China untuk menutup pusat-pusat indoktrinasi yang didalanya 
terdapat muslim Uighur, yang mana negara Turki tersebut adalah negara 
muslim utama yang bergabung dengan suara internasional yang mengutuk 
perbuatan China terhadap satu juta muslim di wilayah Xinjiang.
11
 Pemain 
sepak bola Arsenal Mesut Ozil, melalui cuitannya di media sosial mengecam 
kekerasan terhadap minoritas muslim di Xinjiang serta menyebutkan bahwa 
negara-negara muslim gagal menyatukan pandangan bawa yang terjadi di 
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Xinjiang adalah pelanggaran.
12
 Di Hongkong lebih dari seribu orang 
berdemonstrasi secara damai untuk mendukung etnis Uighur, dengan cara 
mengibarkan bendera dan poster Uighur di distrik keuangan kota. Protes 
tersebut terjadi setelah Mesut Ozil dar klub sepak bola Inggris Arsenal 
menyebabkan kehebohan di China setelah mengkritik kebijakan negara China 
tersebut.
13
  
Dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap muslim Uighur 
masih ramai disorot oleh dunia. Tiga orang tokoh Indonesia mengungkapakan 
suaranya untuk membela muslim Uighur. Pertama,  Jusuf Kalla mengatakan 
bahwa Indonesia menolak adanya pelaggaran HAM yang dialami oleh 
muslim Uighur. Kedua,  Din Syamsuddin ketua Dewan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) sekaligus President of Asian Conference on Religion for 
Peace (ACRP) meminta Indonesia untuk menyatakan dan memberikan sikap 
umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap pemerintah 
China dan membela uamt Islam di sana, menururtnya penindasan yang 
dilakukan oleh pemerintah China merupakan pelanggaran yang nyata atas 
Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional. Ketiga,  Fadli Zon wakil ketua 
DPR percaya bahwasanya penduduk muslim di Xinjiang tersebut mengalami 
perlakuan represif meskipun diberikan status otonomi. Menurutnya sebagai 
negara dengan jumlh penduduk muslim terbesar di dunia seharusnya 
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pemerintah Indonesia memberikan suara.
14
 Sedangkan Pangeran Arab Saudi 
Mohammed bin Salman membela hak China untuk menempatkan muslim 
Uighur di kamp vokasi, menurutnya China mempunyai hak untuk melakukan 
tindakan anti-terorisme dan ektremisme demi keamanannya.
15
 
Permasalahan etnis Uighur adalah permasalahan yang massif, seluruh 
penjuru dunia melihat permasalahan tersebut. Sehingga permasalahan 
tersebut harus segera dihentikan, sebab salah satu alasannya masyarakat 
internasional masih memiliki ketakutan akan kemungkinan pecahnya perang 
antar negara yang mana konflik antar negara merupakan sebuah hal yang 
mengerikan bagi masyarakat internasional. Yang mana saat ini munculaah 
sebuah ketakutan baru yaitu adanya konflik internal yang merupakan sebuah 
perang yang terjadi antar mansyarakat maupun antar pemerintah dengan 
masyarakat. Bahkan setelah perang dingin, Intensitas konflik internal ini lebih 
besar ketimbang dengan konflik antar negara.
16
  
Pemberitaan muslim Uighur ini banyak dibahas dan disorot oleh 
warga dunia. Sehingga perlu  adanya keterlibatan negara lainnya untuk turut 
menyelesaikan permasalahan muslim Uighur tersebut. Hal ini sejalan dengan 
firman Allah QS Al-Hujurat ayat 10  
َا ٱْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بَ ْْيَ َأَخَوْيُكْم  َوٱت مُقوا ٱللمَه َلَعلمُكْم تُ ْرََحُونَ  َ  ِإَّنم   
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Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 
antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalak kepada 
Allah agar kamu mendapat rahmat.
17
 
 
Dalam Islam sangatlah dianjurkan untuk mejaga perdamaian dan 
hubungan sesama manusia. Seperti Amerika Serikat dan dua puluh dua 
negara lain dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta China untuk 
berhenti melakukkan pembataian terhadap muslim Uighur. Yang mana 
setidaknya terdapat satu juta etnis Uighur dan muslim lainnya ditahan oleh 
pemerintah China dengan alibi pusat pelatihan kejuruan untuk membasmi 
ekstrimisme dan mengajarkan keterampilan baru.
18
  
Perang dan damai menjadi sebuah masalah yang paling mendasar 
yang harus dipecahkan oleh seluruh bangsa, sebab sikap persaingan tidak 
sehat masih pekat meliputi pergaulan antar bangsa di berbagai kawasan dunia. 
Demi menghidar dari konflik dan mewujudkan kawasan yang damai, 
diperlukan komunikator dan mediator yang mampu mendekatkan jarak 
perbedaan pandangan tentang kerawanan di antara negara-negara 
bersangkutan.
19
 
Sebagaimana yang dilakukan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 
saat dihadapkan pada persoalan yang mengancam perdamaian internasional, 
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maka jalan utama yang ditempuh adalah menyelesaikan segala persoalan 
secara damai. Dalam hal ini PBB menjalankan perannya sebagai mediator.
20
 
Konsep negara dewasa ini hampir seluruhnya menggunakan konsep 
negara bangsa. Yang mana sebuah negara bangsa memiliki masyarakat yang 
terdiri dari berbagai kaum atau etnis namun mereka hidup bersama dengan 
berpegangan ideologi politiknya serta memiliki keyakinan dan kepecayaan 
kepada sistem pemerintahan negara dan lembaganya serta peraturan 
perundang-undangannya.
21
  
Lahirnya negara bangsa dikarenakan lahirnya pula perjanjian 
Westphalia yang menandakan dimulainya hubungan internasional. Negara 
bangsa menjadi aktor dominan dalam perilaku politik hubungan internasional. 
Terdapat beberapa hal yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari sistem 
negara yang ada, yang menyebabkan negara bangsa menjadi aktor dominan 
dan bergerak sendiri tanpa ada pengaruh dari luar, diantaranya nasionalisme, 
kekuasaan terhadap negara  yang tidak terbatas atas semua kepentingan baik 
itu dalam negeri maupun dengan negara lainnya, dan kekuatan nasional,
22
 
Hakikatnya dalam hubungan internasional terdapat hubungan antar 
negra bangsa. Namun, sekarang ini dalam hubungan internasional mencakup 
hubungan saling ketergantugan ekonomi dan ketergantungan dunia ketiga, 
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komunitas negara-negara internasional, keseimbangan kekuasaan, 
demokratisasi serta keamanan pasca perang dingin. Memiliki aktor yang 
beberapa di antaranya pasukan penjaga perdamaian PBB, gerakan sosial baru 
bahkan organisasi non pemerintah. Selain itu memiliki isu-isu empris 
globalisasi dan hak asasi manusia, intervensi dan kedaulatan, bahkan 
bantuan.
23
  
Dalam hukum internasional terdapat prinsip dasar (General 
Principles) yang mengatur hubungan kenegaraan dengan negara lain yang 
tergaabung dalam PBB. Beberapa prinsip yang bertentangan dengan 
keterlibatan negara lain terhadap penyelesaian konflik muslim Uighur di 
antaranya: pertama, setiap negara berkewajiban untuk tidak mencampuri 
urusan dalam negeri negara lain. Kedua,  setiap negara harus menghormati 
persamaan kedaulatan antar negara. Ketiga,  setiap negara harus menghindari 
tindakan ancaman, kekerasan atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan 
piagam PBB terhadap kesatuan wilayah atau sikap politik dari negara lain.
24
 
Pasal 2 (4) dan 2 (7) Piagam PBB menyatakan bahwa hubungan antar 
negara tidak boleh adanya intervensi. Akan tetapi praktik negara-negara 
dewasa ini sering kali melaggar prinsip-prinsip tersebut dengan alasan 
kemanusiaan. Dalam melakukan tindakan intervensi yang bersifat 
kemanusiaan sering kali didasari oleh alasan bahwa telah terjadi tragedi 
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kemanusiaan yang luar biasa sehingga dapat mengancam perdamaian dan 
kedamaian internasional sebagaimana tujuan Persatuan Bangsa-Bangsa.
25
 
Dalam perkembangannya, apabila terjadi suatu masalah kemanusiaan 
di suatu negara yang bersifat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka 
masyarakat internasional dibenarkan untuk melakukan intervensi. Intervensi 
terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara bersama berdasarkan mandat 
PBB dan bertujuan untuk mengatasi masalah kemanusiaan.
26
 Pengaturan 
menganai intervensi kemanusiaan belum diatur secara pasti dalam hukum 
interasional. Akan tetapi Pasal 24 piagam PBB, mengatur bahwasanya PBB 
melalui dewan keamanan berhak menjalankan kewajibannya terkait adanya 
ancaman terhadap keamanan internasional, atau pelanggaran perdamaian dan 
keamanan, dan agresi sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB.
27
 
Berkaitan dengan diskriminasi yang dilakukan oleh China terhadap 
etnis Uighur, berdasarkan Konvensi Internsional Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Rasial (ICERD) disebutkan dalam Pasal 2 bahwasanya 
mengutuk segala perbuatan diskriminasi rasial dan harus segera dihapuskan 
dan setiap negara-negara boleh mengambil langkah untuk segera 
menghapuskan segala diskriminasi tersebut. 
Dalam Islam, hubungan internasional didasarkan pada sumber-sumber 
normatif tertulis dan sumber praktis yang pernah ditetapkan umat Islam 
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dalam sejarah. Sumber normatif berasal dari al-Qur‟an dan Hadits Rasulullah 
yang mana dari kedua sumber tersebut, ulama menuangkan dalam kajian fiqh 
al-siyar wa al-jihad  (hukum internasional tentang damai dan perang). 
Sedangkan sumber praktis terdapat pada aplikasi sumber normatif oleh 
pemerintah negara-negara Islam dalam berhubungan dengan negara lain.
28
 
Terdapat dasar-dasar siyasah dalam hubungan internasional atau 
siyāsah dauliyah, yang mana dasar-dasar tersebut mengacu pada manusia 
sebagai satu kesatuan umat manusia atau kata lainnya adalah dalam rangka 
hifdzu al-Ummah dalam lingkup yang paling luas, yaitu seluruh manusia 
yang diikat oleh ukhuwah insaniyah di samping umat dalam arti komunitas 
beragama baik muslim maupun non muslim.
29
 Selain itu dalam siyāsah 
dauliyah akan selalu mengindari dan mengurangi terjadinya perang, baik itu 
perang dalam negeri maupun luar negeri.
30
  
Dasar-dasar siyāsah dauliyah tersebut di antaranya: Pertama, kesatuan 
umat manusia. Kedua, keadilan. Ketiga, persamaan. Keempat, kehormatan 
manusia. Kelima, toleransi. Keenam, kerjasama kemanusiaan. Ketujuh, 
kebebasan, kemerdekaan. Kedelapan, perilaku moral yang baik.
31
 Dasar-dasar 
tersebut dijadikan landasan para ulama di dalam siyāsah dauliyah dan 
dijadikan ukuran apakah siyāsah dauliyah berjalan sesuai dengan Islam atau 
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tidak.
32
  Berdasakan prinsip siyāsah dauliyah tersebut, maka konflik muslim 
Uighur semestinya dapat diselesaikan baik dengan atau tanpa bantuan dari 
negara lain. Sehingga berdasarkan prinsip siyāsah dauliyah tersebut maka 
konflik muslim Uighur harus diselesaikan salah satunya dengan adanya 
keterlibatan negara lain. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk 
meneliti lebih lanjut mengenai KETERLIBATAN NEGARA LAIN DALAM 
PENYELESAIAN KONFLIK MUSLIM UIGHUR PERSEKTIF SIYĀSAH 
DAULIYAH. 
B. Definisi Operasional 
1. Keterlibatan Negara Lain 
Tindakan intervensi politik suatu negara terhadap negara yang 
sedang menghadapi suatu konflik. Dalam penelitian ini negara-negara 
yang ikut terlibat dalam hal mendukung atau mengecam terhadap konflik 
yang terjadi antara pemerintahan China dengan muslim Uighur.  
2. Konflik Muslim Uighur 
Konflik muslim Uighur ini merupakan diskriminasi yang dialami 
juga oleh etnis minoritas di China lainnya, salah satu etnis minoritasnya 
adalah etnis Uighur. Etnis Uighur adalah sebuah etnis Turk yang 
mayoritas masyarakatnya muslim. Dalam penelitian ini peneliti akan 
memfokuskan kepada permasalahan yang menimpa muslim Uighur  pada 
tahun 2018-2019. 
3. Siyāsah dauliyah 
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Siyāsah dauliyah mengatur antar warga negara dengan lembaga 
negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara 
dari negara lain. Dalam hal ini penelitian penulis akan meneliti hubungan 
internasiona yang menyebabkan negara-negara lain turut terlibat dengan 
permasalahan yang dialami oleh negara China. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mendapatkan 
rumusan masaah sebagai berikut:  
1. Bagaimana bentuk keterlibatan negara lain dalam menyelesaikan konflik 
muslim Uighur? 
2. Bagaimana keterlibatan negara lain dalam menyelesaikan konflik muslim 
Uighur dalam perspektif Siyāsah dauliyah? 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui keterlibatan negara lain dalam menyelesaikan konflik 
muslim Uighur. 
2. Untuk mengetahui keterlibatan negara lain dalam menyelesaikan konflik 
muslim Uighur  dalam perspektif siyāsah dauliyah. 
E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini dapat memberikan konstribusi yang baru kepada para 
penggiat, akademisi, peneliti dan mahasiswa mengenai penyelesaian 
konflik dalam sebuah negara dengan adanya keterlibatan dari negara lain. 
14 
 
 
2. Penelitian bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan terlibatnya 
negara lain untuk  menyelesaikan konflik muslim Uighur jika dilihat 
menggunakan siyāsah dauliyah. 
F. Kajian Pustaka 
Penelitian terdahulu yang membahas mengenai konflik muslim Uighur 
sudah banyak ditemui. Akan tetapi mengenai penyelesaian konflik muslim 
Uighur masih sangat jarang dijumpai, begitupula dengan penelitian yang 
dilakukan penulis mengenai Keterlibatan Negara Lain Dalam Penyelesaian 
Konflik Muslim Uighur Persperktif Siyāsah dauliyah. Dengan demikian, 
beberpa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis dengan bentuk 
skripsi dan jurnal, di antaranya: 
 Skripsi oleh Muhammad Fajrin Saragih. Penelitian yang dilakukan 
oleh Muhammad Fajrin Saragih dari Universitas Sumatera Utara dengan 
judul Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Di 
China Ditinjau Dari Hukum Humaniter. Fokus penelitian tersebut adalah 
permasalahan berupa pelanggaran HAM yang menimpa muslim Uighur 
kemudian permasalahan tersebut dilihat menggunakan Konvensi Jenewa 
1949 dan Statuta Roma setelah itu melihat bagaimana upaya yang 
dilakukan oleh organisasi internasional untuk meredam permasalahan 
muslim Uighur tersebut.
33
 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis akan membahas seberapa jauh negara lain turut campur tangan 
untuk menyelesaikan konflik muslim Uighur yang kemudian hal tersebut 
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akan dilihat kembali berdasarkan siyāsah dauliyah. Selain itu, pada 
penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menyajikan perkembangan 
permasalahan muslim Uighur khususnya pada tahun 2019. 
 Skripsi oleh Muhammad Izzul Mubarak. Penelitian yang dilakukan 
oleh  Muhammad Izzul Mubarak dari Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga dengan judul Kebijakan Pemerintah China Terhadap Muslim 
Uighur Perspektif Siyāsah  Syar‟iyyah. Fokus penelitian tersebut adalah 
melihat kebijakan pemerintahan China terhadap muslim Uighur dengan 
menggunakan kaca mata siyasah syar’iyyah dan juga hukum 
internasional.
34
 Perbedaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis adalah penulis tidak melihat kebijakan pemerintah China terhadap 
muslim Uighur untuk dilihat menggunakan kacamata fikih siyāsah dan 
hukum internasional akan tetapi melihat keterlibatan negara lain terhadap 
pemasalahan muslim Uighur berdasarkan sudut pandang siyāsah dauliyah. 
 Skripsi oleh Wulan Safitri. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan 
Safitri dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul Umat Muslim 
Di Xinjiang Dalam Menghadapi Kebijakan Politik Pemerintah Komunis 
Tiongkok 1950-2014 (Kajian Konflik Etnis Uighur). Fokus dari penelitian 
tersebut adalah penyebab konflik antara China dan umat muslim di 
Xinjiang pada tahun 1950-2014, kebijakan pemerintah China terhadap 
umat muslim Uighur setelah itu melihat bagaimana muslim Uighur 
menghadapi kebijakan tersebut serta dampak yang ditimbulkan dari 
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kebijakan tersebut.
35
 Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis akan berisi tentang 
penyelesaian konflik yang terjadi antara muslim Uighur dan pemerintah 
China dengan adanya keterlibatan negara lain terhadap kebijakan 
pemerintahan China tersebut, kemudian hal tersebut akan ditinjau kembali 
menurut siyāsah dauliyah.  
 Skripsi oleh Lidya Elmira Amalia. Penelitian yang dilakukan oleh 
Lidya Elmira Amalia dari Universitas Islam Indonesia dengan judul 
Diskriminasi Rasial Terhadap Minoritas Muslim Uighur Di China 
Ditinjau Dari Hukum Islam. Fokus dari penelitian tersebut adalah 
menjabarkan bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh pemerintah 
China terhadap etnis Uighur lalu dilihat menggunakan kacamata hukum 
Islam serta konsep minoritas menurut pandangan hukum Islam.
36
 
Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak membahas 
mengenai konsep minoritas melainkan akan fokus respon atau keterlibatan 
dari negara lain terhadap permasalahan yang dialami oleh muslim Uighur. 
Kemudian keterlibatan negara lain tersebut akan dilihat menggunakan 
perspektif siyāsah dauliyah.  
 Jurnal oleh Baiq L.S.W. Wardhani. Penelitian yang dilakukan oleh 
Baiq L.S.W. Wardhani dari Universitas Airlangga dengan judul Respons 
China Atas Gerakan Pan-Uighurris di Provinsi Xinjang. Fokus penelitian 
tersebut adalah mengenai strategi yang dilakukan oleh pemerintah China 
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untuk meredam keinginan etnis Uighur memerdekakan Xinjiang dan 
mencegah pan-Uighuris.
 37 
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis, yang mana penelitian tersebuh hanya membahas mengenai konflik 
etnis Uighur dan penyelesaian permasalahannya oleh pemeritah China. 
Karena penelitian ini lebih dulu dilakukan sebelum penelitian yang akan 
diteliti oleh penulis, maka permasalahan di Xinjiang belum tercatat secara 
lengkap. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis akan lebih 
lengkap. Selan itu penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menyajikan 
penyelesaian masalah dari luar negara China. 
 Jurnal oleh Gita Karisma. Penelitian yang berjudul Konflik Etnis Di 
Xiniang: Kebijakan Monokultural Dan Kepentingan Negara China 
Terhadap Keutuhan Wilayah tersebut membahas mengenai konflik etnis 
Uighur yang mengalami perseteruan dengan pemerintah China, yang mana 
konflik tersebut berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah China yaitu kebijakan monokultural yang menyebabkan etnis 
Uighur di Xinjiang melakukan gerakan separatism. Akan tetapi, China 
tetap mempertahankan keutuhan wilayahnya dan mengedepankan 
kepentingan negara China.
 38 
Penelitian tersebut sangat berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian tersebut hanya 
mengupas segala permasalahan yang terjadi di Xinjiang, mulai dari konflik 
etnis, Separatisme hingga terorisme serta segala kepentingan politik 
pemerintahan China. Sedangkan peneltian yang dilakukan oleh penulis 
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tidak hanya membahas mengenai hal itu, akan tetapi penulis akan 
menyajikan respon negara lain bahkan keterlibatan negara lain terhadap 
konflik di China tersebut. Keterlibatan negara lain tersebut merupakan 
salah satu hal yang akan mengehentikan konflik muslim Uighur dengan 
Pemerintah China. 
G. Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun 
skipsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam kategori library research atau 
penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan 
data dan informasi dengan bantuan materiil yang terdapat di ruang  
perpustakaan. Biasanya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, 
catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang nantinya 
dijadikan dasar dan alat utama untuk penelitian di lapangan. 
39
Dalam hal 
ini peneliti mengumpulkan buku, skripsi, jurnal dan data dari media 
elektronik untuk mendapatkan informasi terkait muslim Uighur, 
hubungan internasional, siyāsah dauliyah, dan keterlibatan negara dalam 
penyelesaian konflik. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua 
sumber, yaitu: 
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a. Data Primer 
Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan 
dalam penelitian yang memberikan informasi langsung pada 
penelitian.
40
 Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan  
adalah jurnal, artikel media elektronik dari berbagai berbagai negara 
seperti Kompas, Republika, al Jazeera, Arab News, Reuters, The 
Guardian, Washington Post, The Times New York, ABC News, dan 
lain sebagainya yang mengangkat tema tetang muslim Uighur.  Piagam 
PBB, dan Declaration on Principles of International Law Concerning 
Friendly Relations and Co-operation among States iin Accordance 
with the Charter of united Nations.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data pendukung yang digunakan dalam 
penelitian, yaitu buku karya H.A. Dzajuli yang berjudul Fiqh Siyāsah: 
Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, 
buku karya Umar Suryadi Bakry yang berjudul Dasar-Dasar 
Hubungan Internasional, serta skripsi, jurnal, atikel lainnya 
41
yang 
berkaitan dengan hubungan internasional dan Siyāsah dauliyah. 
3. Pendekatan 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif 
sosiologis. Normatif untuk melihat keterlibatan negara lain dengan 
menggunakan siyāsah dauliyah. Sedangkan sosiologis dengan melihat 
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respon masyarakat terhadap sebuah fenomena. Dalam konteks penelitian 
ini berarti melihat respon masyarakat internasional terhadap permasalahan   
yang dialami oleh muslim Uighur.   
4. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data penelitian ini adalah 
dokumentasi yaitu kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi 
atau keterangan yang benar dan nyata serta didapatkan dari hasil 
pengumpulan data yang berupa buku, catatan, majalah dan sebagainya.
42
 
Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari skripsi, artikel dari media 
elektronik yang membahas mengenai Konflik muslim Uighur dari tahun 
2017-2019. 
Media elektronik yang akan digunakan di antaranya berasal dari 
negara Indonesia, China, Amerika Serikat, negara-negara Timur Tengah, 
serta beberapa negara di Benua Eropa yang paling sering merespon 
terhadap konflik muslim Uighur salah satunya Inggris. Beberapa media 
elektronik yang akan digunakan  adalah Kompas, Republika, al Jazeera, 
Arab News, Reuters, The Guardian, Washington Post, The Times New 
York, ABC News, dan dan lain sebagainya. 
5. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah analisis wacana dan conten analisys (analisis isi). Analisis wacana 
akan digunakan untuk meneropong keteribatan negara lain terhadap 
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konflik muslim Uighur.  Sedangkan analisis isi akan memaparkan isi data 
untuk kemudian ditarik kesimpulan dari data yang diperoleh secara 
obyektif dan sistematis terhadap penyelesaian konflik oleh negara lain 
perspektif siyāsah dauliyah melalui buku, jurnal, dan media komunikasi 
yang digunakan. 
Menurut Barelson analisis isi merupakan teknik penelitian untuk 
menguraikan isi kumunikasi yang jelas secara objektif dan sistematis. 
Sedangkan menurut Holsti, analisis isi merupakan teknik penelitian yang 
ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi 
karakteristik tertentu pada pesan-pesan secara sistematis dan objektif.
43
 
Analisis wacana menjadikan wacana sebagai objek analisisnya. 
Mengolah apa yang disajikan dalam wacana tersebut sehingga dapat 
memberikan kesan bahwa wacana-wacana tersebut memberikan 
gambaran tentang realitas.
44
  Menurut Wodak, analisis wacana kritis 
memandang wacana atau bahasa yang digunakan dalam bentuk tuisan dan 
tuturan sebagai bentuk praktik sosial.
45
 Salah satu karakteristik anaisis 
wacana adalah melihat teks sebagai bentuk interaksi. Selain sebagai 
bentuk penyataan, wacana juga dapat diihat sebgai tuduhan atau ancaman. 
Juga analisis wacana akan menggambarkan sesuatu secara spesifik 
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dengan makna yang tersembunyi.
46
Dalam hal ini wacana yang dimaksud 
adalah isi dari berita yang disajikan dalam media elektronik yang 
digunakan penulis. Sehingga berita yang akan digunakan penulis adalah 
suatu gambaran kondisi yang akan diteliti. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan memahami 
penelitian secara sistematis, maa kerangka penulisan disusun sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi gambaran penelitian yang 
terdiri dari 8 (delapan) pembahasan diataranya: berisi latar belakang masalah 
yang membahas mengenai alasan-alasan munculnya permasalahan. Definisi 
opeasional yang merupakan penegasan permalahan yang akan dibahas dalam 
penelitian ini. Rumusan masalah yang merupakan penegasan dari latar 
belakang masalah dalam hal fokus peneltian masalah. Tujuan penelitian yang 
merupakan alasan penulis dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang 
diteliti. Manfaat penelitian yang berisi manfaat yang ditimbulkan dari 
penelitian. Kajian pustaka yang merupakan data penelitian-penelitian 
terdahulu yang membahas mengenai permasalahan yang serupa dengan 
masalah yang diteliti oleh penulis. Metodologi penelitian yang merangkum 
gambaran prses penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data, 
pendekatan, metode pengmpulan data hingga analisis data yang digunaan 
oleh penulis dalam penelitian. Serta terakhhir adalah  Sistematika penulisan 
merupakan kerangka penulisan. 
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Bab II Konsep Penyelesaian Konflik Dalam Hubungan Internasional 
Dan Siyāsah dauliyah. Pada bab ini akan menjabarkan mengenai aspek yang 
menjadi landasan teori dalam penelitian ini. pertama,  yaitu penyelesaian 
konflik dalam hubungan internasional yang akan berisi sejarah Perkembangan 
Hubungan Internasional, prinsisp dasar hubungan iternasional, konflik dalam 
hubungan internasional, serta penyelesaian konflik dalam hubungan 
internasional. Hal tersebut yang akan menjabarkan penyelesaian konflik 
dalam negara maupun antar negara sebagai acuan dalam praktek penyelesaian 
konflik antar negara yang terjadi sekarang ini. Kedua, yaitu Siyāsah dauliyah 
yang akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap keterlibatan negara lain 
dalam menyelesaikan konflik muslim Uighur. Pada poin kedua ini akan berisi 
uraian diantaranya dasar-dasar siyāsah dauliyah, hubungan-hubungan 
internasional diwaktu perang dan damai serta penghetian peperangan. 
Bab III Konflik Muslim Uighur Dan Keterlibatan Negra Lain.  Pada 
bab ini akan menjabarkan mengenai konflik muslim Uighur dengan 
pemerintahan China. Dengan mengetahui permasalahannya maka akan 
mengetahui mengapa sampai adanya keterlibatan negara lain terhadap 
masalah internal negara China. Kemudian akan dijabarkan pula seperti apa 
bentuk keterlibatan dari negara lain tersebut. Untuk mengetahui konflik 
muslim Uighur maka perlu diuraikan mengenai sejarah muslim Uighur di 
Xinjiang serta permasalahan muslim Uighur dengan pemerintah China. 
Sedngakan untuk mengetahui keterlibatan negara lain, akan disebutkan 
beberapa hal di antaranya Pernyataan Dukungan Terhadap Pemerintah China 
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Atas Konflik Muslim Uighur Oleh Pemerintah Arab Saudi, Pernyataan  
Terhadap Konflik Muslim Uighur Oleh Indonesia, Kecaman Terhadap 
Pemerintah China Melalui PBB, Kecaman Terhadap Pemerintah China Atas 
Konflik Muslim Uighur Dari Amerika Serikat, Kecaman  Terhadap 
Pemerintah China Atas Konflik Muslim Uighur Dari Hongkong, Kecaman 
Terhadap Pemerintah China Atas Konflik Muslim Uighur Dari Uni Eropa, 
Kecaman Terhadap Pemerintah China Atas Konflik Muslim Uighur Turki. 
Bab IV Keterlibatan Negara Lain Dalam Penyelesaian Konflik 
Muslim Uighur Perspektif Siyāsah dauliyah. Pada bab ini langkah pertama 
yang dilakukan penulis adalah memaparkan segala upaya yang dilakukan oleh 
negara lain untuk menyelesaikan konflik muslim Uighur kemudian tindakan 
yang dilakukan oleh negara lain tersebut akan dilihat menggunakan kaca mata 
Siyāsah dauliyah. Untuk itu, di dalam bab empat ini akan dijumpai tiga 
uraian di antaranya keterlibatan negara lain terhadap konflik muslim uighur 
dalam perspektif hubungan internasional, perspektif dasar-dasar siyāsah 
dauliyah serta dampak keterlibatan negara lain dalam konflik muslim Uighur 
terhadap implementasi hubungan internasional. 
Bab V  Penutup. Pada bab ini akan  berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Simpulan 
Melalui hasil penelitian dan pengkajian lebih dalam mengenai 
Keterlibatan Negara lain Dalam Penyelesaian Konflik Muslim Uighur 
Perspektif Siyāsah dauliyah, dapat disimpulkan bahwa:  
1. Keterlibatan negara lain dalam penyelesaian konflik muslim Uighur 
dengan China secara umum adalah berupa dukungan, kecaman maupun 
tindakan langsung oleh beberapa negara secara individu, seperti Amerika 
dengan sanksi terhadap pejabat atau perusahaan yang memiliki 
keterkaitan dengan operasi kamp penahanan di Xinjiang, negara-negara 
Uni Eropa dengan mengeluarkan deklarasi yang salah satunya 
memerintahkan supaya masyrakat Uighur yang ada di negara-negara Uni 
Eropa tidak kembal ke Xinjiang terlebh dahulu, bahkan ada keterlibatan 
secara kolektif bersama PBB yang menyerukan dihentikannya segala 
bentuk pelanggaran dan diskriminasi terhadap etnis muslim Uighur, etnis 
minoritas lainnya serta mendesak supaya China membuka akses tanpa 
hambatan kepada PBB ke Xijiang.  
2. Berkenaan dengan terlibatnya negara lain ini sesuai dengan aturan dalam 
Piagam PBB, diantaranya Pasal 1, Pasal 36 dan Pasal 51. Sedangkan 
apabila menggunakan perspektif siyāsah dauliyah, keterlibatan yang 
dilakukan oleh negara lain ini sejalan dengan hukum asal hubungan antar 
negara yaitu damai. Yang dilakukan negara lain ketika memutuskan 
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untuk terlibat adalah bentuk dari kampanye untuk menyuarakan dasar-
dasar siyāsah dauliyah. Dasar-dasar terseut diantaranya kesatuan umat 
manusia, Al-‘Adalah, Al-Musawah, Karomah Insaniyah, Tasamuh, 
Kerjasama Kemanusiaan, dan Al-Huriyah. Sebab untuk melihat apakah 
berjalannya hubungan intenasional sesuai dengan prisip Islam adalah 
dengan cara melihat apakah dasar-dasar siyāsah dauliyah ditegakkan atau 
tidak. Oleh sebab itu, adanya keterlibatan negara lain ini menunjukan 
hubungan internasional sejalan dengan prinsip Islam. 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan data yang telah 
diperoleh, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran: 
1. Walaupun konflik muslim Uighur adalah konflik internal suatu negara, 
akan tetapi masyarakat internasional mauapun organisasi internasional 
perlu untuk selalu mengawasi supaya ditemukan kebenaran yang terjadi 
di Xinjiang secara umum, hususnya yang terjadi di Kamp Pendidikan 
ulang yang berdiri di sana. 
2. Hendaknya negara atau organisasi internasional yang melibatkan diri 
dalam penyelesaian konflik muslim Uighur disertai dengan tujuan untuk 
mendamaikan dan tidak mengedepankan kepentingan politis negaranya. 
Salah satu cara yaitu dengan mengindahkan nilai-nilai yang terdapat 
dalam siyāsah dauliyah apalagi negara atau pihak yang berkaitan 
merupakan bagian dari Islam. 
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